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PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR  78   TAHUN 2015 
TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN PROGRAM KEGIATAN DAERAH 
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang	: a.	bahwa dalam rangka mencapai target dan sasaran program kegiatan pembangunan agar berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman sistem pengendalian program kegiatan daerah Kabupaten Kendal;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Program Kegiatan Daerah Kabupaten Kendal;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
		2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
		6.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
		7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		8.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
		9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
	11.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
	16.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
	17.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
	18.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
	19.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
	20.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	21.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
	22.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
	23.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
	24.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
	25.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
	26.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
	27.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah;
	28.	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
29.  Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
30.  Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penerapan Pakta Integritas dan Pengelolaan Pengaduan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 27 Seri E No. 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 91);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 12 Seri E No. 12 );
32.	Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 34 Seri E No. 22 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN PROGRAM KEGIATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
8. Bagian Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Bagian adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya  disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD  yang prosesnya dimulai dari perencanan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional.
15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di daerah.
16. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut pokja ULP adalah perangkat ULP yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Hari adalah hari kerja.
BAB II
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2
SKPD membuat analisa kebutuhan UP, dengan perhitungan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu Anggaran SKPD setelah dikurangi belanja tidak langsung dan anggaran belanja kegiatan yang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Pasal 3
Dalam hal hasil UP melebihi 1 milyar, maka UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu belanja langsung dikurangi belanja modal.

Pasal 4
Berdasarkan surat perhitungan UP dari masing-masing SKPD dan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah disusun, Kepala DPPKAD menyusun konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan untuk diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Setda paling lama 3 (tiga) hari setelah APBD ditetapkan.

BAB III
PENYUSUNAN STANDAR ANALISIS HARGA SATUAN
Pasal 5
(1) Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
(2) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan Peraturan Bupati tentang standarisasi biaya. 
(3) Dalam hal Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nomenklatur, maka tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum.

BAB IV
PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Struktur Kelembagaan
Pasal 6
(1) Struktur kelembagaan pengelola pengadaan barang/jasa terdiri dari :
a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 
b. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
c. Pejabat Pembuat Komitmen;
d. Pejabat Pengadaan;dan
e. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
(2) Keputusan tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan daerah oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah APBD ditetapkan.
(3) Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan oleh Pengguna Anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah APBD ditetapkan.

Bagian Kedua
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 
Pasal 7
(1) Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah APBD dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
(2) Pengguna Anggaran mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa apabila terdapat perubahan/penambahan anggaran.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu www.kendalkab.go.id dan portal pengadaan Nasional melalui LPSE (www.ianaproc.go.id) serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah APBD ditetapkan.
Bagian Ketiga
Pendaftaran Paket Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 8
(1) Berkas persyaratan pendaftaran paket pemilihan penyedia barang/jasa lewat ULP terdiri dari :
a. Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP)  barang/jasa;
b.  RUP barang/jasa;
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
e. Bukti/print screen pengumuman RUP di www.kendalkab.go.id;
f. Bukti/print screen Pengumuman RUP di SIRUP www.inaproc.go.id;
g. Spesifikasi Teknis;
h. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
i. Riwayat Penyusunan HPS;
j. Rancangan Perjanjian (Kontrak);
k. Daftar Kuantitas dan Harga;
l. Hardcopy SK PPK;dan
m. Hardcopy SK Tim Teknis/Ahli/Aanwijzer. 
(2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Kepala ULP dengan surat pengantar dari Pengguna Anggaran.
(3) Kepala ULP menerbitkan Surat Penugasan kepada Pokja ULP paling lama 2 (dua) hari setelah berkas persyaratan lengkap diterima oleh Sekretariat ULP.
(4) Pengguna Anggaran memerintah PPK untuk melaksanakan kaji ulang RUP paling lama 2 (dua) sejak diterimanya surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mengirimkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kaji ulang RUP paling lama 1 (satu) hari.
(6) Pokja ULP melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PENGENDALIAN PROGRAM KEGIATAN
Pasal 9
Pengendalian Program Kegiatan Daerah dilakukan dengan :
a. penelitian administrasi;
b. pemantauan lapangan;
c. rapat koordinasi pengendalian; dan
d. sistem pelaporan.



Pasal 10
Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap kesesuaian dokumen perencanaan dengan RKA oleh Tim Peneliti RKA dan direview oleh Inspektorat Kabupaten Kendal.

Pasal 11
Pengesahan DPA oleh kepala DPPKAD dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah APBD ditetapkan.

Pasal 12
(1) Pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
(2) Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 13
Rapat Koordinasi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari :
a. rapat koordinasi pengendalian internal tingkat SKPD;
b. rapat koordinasi pengendalian tingkat bidang;dan
c. rapat koordinasi pengendalian tingkat kabupaten.

Pasal 14
(1) Kepala SKPD menyelenggarakan Rakor Pengendalian Internal setiap awal bulan yang diikuti Pejabat dan Staf terkait pada SKPD yang bersangkutan.
(2) Kepala SKPD melaporkan hasil Rakor Pengendalian Internal SKPD kepada Bupati cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kendal paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 15
(1) Rapat koordinasi Pengendalian Tingkat Bidang dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali.

(2) Rapat koordinasi Pengendalian Tingkat Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekda dengan diikuti oleh semua Kepala SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi A DPRD.
(3) Rapat koordinasi Pengendalian Tingkat Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda dengan diikuti oleh semua Kepala SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD.
(4) Rapat koordinasi Pengendalian Tingkat Bidang Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Infrastruktur dengan diikuti oleh semua Kepala SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi C DPRD.
(5) Rapat koordinasi Pengendalian Tingkat Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Asisten Administrasi Sekda dengan diikuti oleh semua Kepala SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi D DPRD.
(6) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Pasal 16
(1) Rapat koordinasi Pengendalian Tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Bagian.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD,  belanja bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap 3 (tiga) bulan sekali yang diikuti oleh semua Kepala SKPD.
(3) Rapat koordinasi Pengendalian Tingkat Kabupaten sebagaaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati.
(4) Rapat koordinasi Pengendalian Tingkat Kabupaten sebagaaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD, menegaskan kembali kebijakan pimpinan dan pedoman peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBD, dan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

BAB VI
SISTEM PELAPORAN PROGRAM KEGIATAN
Pasal 17

(1) SKPD melakukan input pelaksanaan program dan kegiatan setiap bulan pada aplikasi SIMPOK melalui : www.kendalkab.go.id/pok atau www.intranet.kendalkab.go.id/pok
(2) SKPD membuat laporan bulanan yang memuat target, realisasi fisik dan realisasi keuangan, proses pengadaan barang/jasa serta permasalahan yang terjadi berdasarkan print out SIMPOK yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
(3) Laporan bulanan pelaksanaan program kegiatan memuat program kegiatan yang bersumber dari :
a. Dana APBD murni;
b. Dana Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Dana Alokasi Khusus;
d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
e. Loan-Asia Development Bank;
f. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Non Bantuan Keuangan;
g. Dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
h. Dana dekonsentrasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
i. Dana Insentif Daerah;
j. Laporan pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa;
k. Laporan realisasi belanja bantuan sosial/hibah; 
l. Laporan realisasi bantuan keuangan; dan
m. Laporan realisasi belanja tidak terduga.
(4) [bookmark: _GoBack]Laporan bulanan kemajuan fisik dan keuangan dikirim kepada Bupati cq. kepala Bagian paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(5) Formulir penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
(2) Pemberlakuan ketentuan Pasal 5 ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal  30 Desember 2015

Pj. BUPATI KENDAL,
Cap.ttd
KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO
Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
         Cap. ttd
BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR  78  SERI  E  NO.70
